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ABSTRAK 

 

FAJRIN SYAFARINGGA, 65033/2005: Upaya Polisi Lalu Lintas Kepolisian 

Resort Sawahlunto dalam Mewujudkan 

Profesionalisme Polri (Studi pada Unit 

Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan 

Patroli) 

 

Penelitian ini mengungkapkan tentang Upaya Polisi Lalu Lintas Polres 

Sawahlunto dalam Mewujudkan Profesionalisme Polri (studi pada unit Turjawali) 

yang difokuskan pada pelaksanaan tugas unit Turjawali, kendala yang dihadapi 

oleh Polisi Lalu Lintas dalam mewujudkan profesionalisme Polri dan upaya yang 

ditempuh oleh Polisi Lalu Lintas Polres Sawahlunto dalam mewujudkan 

profesionalisme Polri. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

deskriptif. Hal tersebut dilakukan karena penulis berusaha untuk membuat 

deskripsi tentang upaya yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas Polres Sawahlunto 

dalam mewujudkan profesionalisme Polri. Informan penelitian ini terdiri dari 

Kasat Lantas Polres Sawahlunto, Kanit Turjawali Satlantas Polres Sawahlunto, 

Kaur Mintu Satlantas Polres Sawahlunto, Banit Mintu, Banit BM, Banit Tilang, 

Anggota Polres Sawahlunto, masyarakat kota Sawahlunto dan Satuan Lalu Lintas 

Polres Sawahlunto. Data ini penulis kumpulkan dengan mengadakan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tugas yang dijalankan unit 

Turjawali yaitu berdasarkan Standar Operasional Prosedur dengan dasar 

hukumnya yaitu Undang-undang No 1 tahun 1946 tentang KUHP, Undang-

undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No 39 tahun 1999 

tentang HAM, Undang-undang No 2 tahun tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dan Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan. Kendala yang ditemui dalam mewujudkan profesionalisme 

Polri terdiri dari kendala internal seperti kurangnya personil, sarana dan prasarana 

yang tidak memadai dan sebagainya. Sedangkan untuk kendala eksternal yaitu 

rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan berlalu lintas. Untuk itu 

Satlantas Polres Sawahlunto sudah berupaya mengatasi kendala tersebut seperti 

melakukan berbagai pelatihan kepada anggota, melakukan evaluasi, himbauan 

kepada masyarakat, peningkatan disiplin dan sebagainya. 

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Polantas dalam 

mewujudkan profesionalisme Polri sudah mulai dilakukan. Namun sejauh ini 

memang masih belum optimal. Saran penulis yaitu dengan meningkatkan 

keprofesionalan tugas anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia secara normatif-konstitusional adalah negara berdasarkan hukum, 

atau yang sering disebut sebagai negara hukum. Di tengah-tengah itu, polisi 

merupakan salah satu pilar yang penting, karena badan tersebut mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi 

kenyataan. Kita dapat melihat pada era reformasi telah melahirkan paradigma baru 

dalam segenap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang 

pada dasarnya memuat koreksi terhadap tatanan lama dan penyempurnaan ke arah 

tatanan Indonesia baru yang lebih baik. Paradigma baru tersebut antara lain 

supremasi hukum, hak azasi manusia, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas 

yang diterapkan dalam praktek penyelenggara pemerintahan negara termasuk di 

dalamnya penyelenggaraan fungsi Kepolisian. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia pada pasal 5, menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (Polri) adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan 

dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya 

keamanan dalam negeri. Jadi sudah seharusnya polisi memelihara keamanan dan 

menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi hak rakyat dan hukum negara. 

Selain itu polisi memiliki fungsi yaitu sebagai alat negara yang bertugas 

mempertahankan negara dari gangguan musuh dan juga bertugas menjaga 

1 
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keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini tentu harus dijalankan dengan sikap 

profesional seorang anggota polisi. 

Profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak zaman 

kemerdekaan sampai sekarang ini, citranya mengalami pasang surut. Di tengah-

tengah masyarakat, tak jarang anggota polisi melakukan pelanggaran-pelanggaran 

bahkan mendapat tanggapan miring dari masyarakat. Seperti contoh di Polres 

Sawahlunto yang menjadi tempat penelitian tulisan ini. Data yang didapat dari 

hasil wawancara penulis dengan satuan Propam Polres Sawahlunto dan 

masyarakat kota Sawahlunto menunjukkan hasil bahwa personil yang melakukan 

pelanggaran dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 adalah sebanyak 23 

personil, dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1 

Data Personil yang terlibat Pelanggaran  

No Sidang Disiplin Sidang Kode Etik Sidang Pidana 

1 23 personil Belum ada 1 personil 

Sumber: Satuan Propam Polres Sawahlunto Tahun 2012 

Dari tabel di atas, diketahui bahwa personil yang telah melakukan 

pelanggaran dari tahun 2005 sampai tahun 2012 sebanyak 23 personil. 23 pesonil 

telah melakukan sidang disiplin, dan hanya 1 personil saja yang melakukan sidang 

pidana, sedangkan untuk sidang kode etik, belum ada personil yang terlibat dalam 

sidang ini. 

Sementara itu dari wawancara dengan masyarakat, menyampaikan bahwa jika 

ada razia yang dilakukan oleh anggota kepolisian bertepatan pada akhir bulan, 

maka ini dikenal dengan razia akhir bulan, bahkan razia yang dilakukan secara 

mendadak terkesan mencari uang belanja. Bukan hanya itu, untuk kasus 
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kecelakaan pun, masyarakat terkesan tidak mau mengadukan karena proses yang 

lama dan biaya yang cukup mahal serta keterlambatan dari personil yang datang 

ke tempat kejadian perkara, sehingga memicu anggapan miring seperti “sudah 

selesai, baru datang”. Untuk kasus lain seperti pencurian pun, masyarakat lebih 

suka diam dan mengurus sendiri, karena bila mengadu ke kantor polisi, akan 

menelan biaya yang lebih banyak.  

Dari uraian di atas, diketahui bahwa diperlukan berbagai upaya dalam 

meningkatkan profesionalisme anggota kepolisian. Berdasarkan tugas dan fungsi 

anggota kepolisian negara republik Indonesia, yang paling banyak bersinggungan 

dengan masyarakat adalah polisi lalu lintas. Satuan lalu lintas ini terbagi dalam 

beberapa unit, yaitu unit pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli 

(Turjawali), unit pendidikan dan rekayasa lalu lintas (Dikyasa), unit registrasi dan 

identifikasi lalu lintas (Reg Ident), serta unit kecelakaan lalu lintas (Laka).  Unit 

Turjawali, bertugas melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, 

dan patroli, juga bertugas membina dan menyelenggarakan tata tertib lalu lintas 

dan angkutan jalan serta penanganan dan pelanggaran lalu lintas. Unit Dikyasa 

lalu lintas, bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas kepolisian 

di bidang pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas. Unit Reg Ident bertugas 

membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas kepolisian di bidang registrasi 

dan identifikasi kendaraan bermotor. Sedangkan unit Laka lalu lintas bertugas 

membina dan menyelenggarakan fungsi  lalu lintas kepolisian, di bidang 

penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas guna 

memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. 
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Untuk penelitian ini dititikberatkan pada unit Turjawali,  karena unit ini lebih 

mengedepankan upaya-upaya preventif polisi lalu lintas dalam menciptakan 

keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Sesuai dengan pasal 

62 point c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort 

dan Kepolisian Sektor, bahwa unit Turjawali bertugas melaksanakan kegiatan 

Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka 

penegakan hukum. Unit ini digunakan oleh polisi lalu lintas sebagai alat dalam 

rangka pencitraan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. 

Kondisi khusus pada Satuan Lalu Lintas di Kepolisian Resort Sawahlunto 

pada Kamis tanggal 24 November 2011, berdasarkan informasi dari masyarakat, 

beberapa orang masyarakat memiliki cerita yang sama, bahwa tiga orang siswa 

berboceng tiga ke sekolah, lalu ketika peluit polisi berbunyi, mereka dikejar, 

setelah berpapasan, polisinya terjatuh karena tersenggol stang motor anak-anak 

tersebut. Karena takut, ketiga anak tersebut mempercepat laju motornya namun 

akhirnya dapat ditangkap, lalu dibawa ke kantor Satlantas. Mereka dihajar hingga 

salah satu anak mengalami patah gigi, setelah berdamai dan si anak pulang, 

disitulah emosi warga muncul, akibatnya terjadilah kasus pembakaran kantor 

satuan lalu lintas. Dimana kejadian ini merupakan puncak kekecewaan warga 

terhadap pihak kepolisian. Misalnya terhadap razia mendadak, dan perlakuan yang 

berbeda terhadap anak polisi atau saudara polisi dengan orang biasa. 

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Satuan Lalu 

Lintas AKP. Alvira,SH pada tanggal 02 April 2012,  terjadi kerusuhan yang 

dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, 
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seperti adanya pungutan liar, kekerasan, pelanggaran kode etik dan sebagainya. 

Hal ini berakibat pada pembakaran kantor Satuan Lalu Lintas. Ini merupakan 

akumulasi dari kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan polisi. Selanjutnya 

AKP. Alvira, SH menegaskan bahwa kondisi ini mengakibatkan sarana dan 

prasarana penunjang kinerja tidak mencukupi, seperti mobil patroli hanya tinggal 

satu unit, sepeda motor empat unit dan asset lain berupa komputer, peralatan 

untuk pembuatan surat izin mengemudi, semuanya hanya tinggal puing-puing. 

Selanjutnya, AKP Alvira, SH menambahkan bahwa adanya ketidakmampuan dari 

Polantas Polres Sawahlunto dalam memenuhi harapan masyarakat dan 

mengamankan wilayah Sawahlunto secara keseluruhan dikarenakan kurangnya 

jumlah personil. 

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang 

polisi lalu lintas Polres Sawahluto dalam mewujudkan profesionalisme terutama 

pada unit Turjawali. Untuk itu penulis mengambil judul penelitian ini yaitu 

“Upaya Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resort Sawahlunto dalam 

Mewujudkan Profesionalisme (Studi pada Unit Pengaturan, Penjagaan, 

Pengawalan dan Patroli)”.   

 

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, maka 

penelitian mengenai Upaya Polisi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort 

Sawahlunto dalam Mewujudkan Profesionalisme (Studi pada Unit 
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Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli) diidentifikasikan masalah- 

masalah sebagai berikut: 

a. Jumlah personil Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Sawahlunto tidak 

seimbang dengan jumlah penduduk dan wilayah pengawasan  

b. Pasca kerusuhan sarana dan prasarana Satuan Lalu Lintas Kepolisian 

Resor Sawahlunto berkurang, mengakibatkan cukup sulit pencapaian 

profesionalisme  

c. Razia yang dilakukan secara mendadak oleh Satuan Lalu Lintas 

Kepolisian Resort Sawahlunto, terkesan hanya untuk mencari uang belanja 

d. Proses penyelesaian beberapa kasus seperti kecelakaan dan pencurian,  

terkesan lama dan menelan biaya yang cukup banyak 

2. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis perlu 

membatasi permasalahan dalam penelitian ini pada “Bagaimana Polisi Satuan 

Lalu Lintas Polres Sawahlunto berupaya melaksanakan profesionalisme tugas 

pasca kerusuhan 24 November 2011, dan mengatasi kurangnya jumlah 

personil khususnya pada unit Turjawali”. Hal ini disebabkan oleh adanya 

keterbatasan waktu dan tenaga yang penulis miliki.  

3. Perumusan Masalah 

Dalam pembahasan ini perlu membuat pembahasan terhadap masalah yang 

akan ditulis, ini dilakukan agar jangan sampai ada pembahasan yang berbelit, 

maka dari itu perumusan masalahnya adalah: 

a. Bagaimanakah tugas yang dijalankan oleh unit pengaturan, penjagaan, 

pengawalan dan patroli satuan lalu lintas kepolisian resort Sawahlunto? 



7 

 

 

 

b. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh anggota kepolisian unit 

pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli satuan lalu lintas 

kepolisian resort Sawahlunto dalam mewujudkan profesionalisme? 

c. Upaya  apakah yang dilakukan kepolisian unit pengaturan, penjagaan, 

pengawalan dan patroli satuan lalu lintas Kepolisian Resort Sawahlunto 

dalam mewujudkan profesionalisme? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian yang akan dilakukan sudah barang tentu ada tujuannya. 

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tugas yang dijalankan oleh unit pengaturan, penjagaan, 

pengawalan dan patroli satuan lalu lintas Kepolisian Resort Sawahlunto 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh anggota 

kepolisian unit pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli satuan lalu 

lintas Kepolisian Resort Sawahlunto dalam mewujudkan profesionalisme 

3. Untuk mengetahui upaya  apa yang dilakukan kepolisian unit pengaturan, 

penjagaan, pengawalan dan patroli satuan lalu lintas Kepolisian Resort 

Sawahlunto dalam mewujudkan profesionalisme 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk membantu penulis berkaitan dengan mata kuliah Sosiologi Hukum, 

yaitu menggambarkan pentingnya arti hukum bagi masyarakat. 

 



8 

 

 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Dengan mengkaji masalah upaya maka akan dapat kita ketahui upaya 

polisi lalu lintas Kepolisian Resort Sawahlunto dalam mewujudkan 

profesionalisme  

b. Sebagai masukan kepada anggota polisi satuan lalu lintas Kepolisian 

Resort Sawahlunto, agar diharapkan mampu memaksimalkan pelaksanaan 

tugas dan fungsinya 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya penulis dapat 

menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut : 

1. Tugas dari unit Turjawali meliputi seluruh aspek kegiatan pengaturan, 

penjagaan, pengawalan dan patroli, penagakan hukum lantas, 

pengamanan kegiatan masyarakat dan VVIP VIP, serta pengawalan 

dalam rangka mewujudkan kamseltibcarlantas. Sejauh ini kinerja dari 

satuan lalu lintas belum maksimal, hal ini disebabkan oleh adanya 

kendala yang diahadapi dalam upaya mewujudkan profesionalisme polri. 

Kendala internal yang sangat signifikan yaitu masalah jumlah personil, 

dan kendala eksternalnya berupa rendahnya kesadaran masyarakat dalam 

mematuhi aturan berlalu lintas. 

2. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam mewujudkan 

profesionalisme polri pada satuan lalu lintas, upaya yang dilakukan 

adalah dengan pelatihan-pelatihan, potensi masyarakat, tindakan, 

evaluasi, himbauan terhadap masyarakat, sikap ramah, serta peningkatan 

disiplin kepada para anggota. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat dikemukakan beberapa saran, antara 

lain: 

1. Untuk satuan lalu lintas diharapkan agar dapat melaksanakan tugas 

pengaturan tidak hanya pada pagi hari saja, hendaknya juga ada di sore 

hari 

2. Untuk satuan lalu lintas, diharapkan jika melakukan pengaturan di pagi 

hari, kalau bisa sampai jam 08.00 pagi 

3. Diharapkan untuk pengurusan SIM, lebih bisa ditingkatkan pelayanannya 
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